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BAB I  

JUAL BELI FOLLOWERS AKUN INSTAGRAM MENURUT UNDANG- 
UNDANG NO.11 TAHUN 2008  TENTANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

A. Latar Belakang 

Hukum Perjanjian memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan 

masyarakat. Istilah perjanjian, yang dalam bahasa Belanda disebut 

overeenkomst dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai contract atau 

agreement diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal ini mendefinisikan 

perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Hukum perjanjian adalah cabang hukum yang timbul dari komitmen 

antara dua atau lebih pihak. Artinya, hukum yang muncul dari janji seseorang 

kepada pihak lain untuk memenuhi suatu perjanjian, yang dilakukan secara 

sukarela tanpa adanya paksaan atau keputusan sepihak1 

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak sama dengan 

kontrak karena tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. 

Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu KUHPerdata disebut overeenkomst 

yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.  

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Menurut Fuady, definisi tentang kontrak telah banyak 

                                                           
1 Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi 

Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017, 
https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/596,. hlm. 1.  

https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/596
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diberikan dan masing-masing bergantung terhadap bagian-bagian mana dari 

kontrak tersebut yang dianggap sangat penting untuk ditonjolkan dalam 

definisi tersebut.2  

Menurut Subekti menggambarkan perjanjian sebagai sebuah kejadian di 

mana dua individu berjanji untuk melakukan sesuatu.3 Sementara itu, Yahya 

Harahap menjelaskan perjanjian sebagai sebuah hubungan hukum yang 

berkaitan dengan kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak 

kepada salah satu pihak untuk menerima prestasi dan sekaligus mewajibkan 

pihak lain untuk memenuhi prestasi tersebut.4 Pendapat para ahli ini 

memperkaya definisi Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga pengertian kontrak 

atau perjanjian secara lengkap adalah suatu tindakan hukum di mana satu atau 

lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lainnya.5 

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdata yaitu 

Pasal 1320 KUHPerdata Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya 

perjanjian, yaitu: 

 

 

 

                                                           
2 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan 

Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2. 
3 Agus Yudha hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak 

Komersial, Edisi Pertama, Jakarta: PT.Prenada Media Group, 2010, hlm. 16. 
4 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006,  hlm. 

1. 
5 Agus Yudha Hernoko, Op.,Cit., hlm. 18. 
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a. Adanya kesepakatan  

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan  para pihak. 

Kesepakatan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata artinya penyesuaian 

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.6 

b. Kecakapan 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. yang akan menimbulkan akibat hukum. R. 

Soeroso menyatakan bahwa kecakapan digunakan untuk membuat suatu 

perjanjian. Berdasarkan ketentuan hukum, semua individu memiliki 

kapasitas untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara eksplisit 

dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.7 

Para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian haruslah 

memiliki kapasitas dan otoritas hukum yang sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. Sebaliknya, individu-individu yang tidak memiliki 

kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut: 

1. Individu yang belum mencapai kedewasaan (didefinisikan sebagai 

usia 21 tahun atau telah menikah), 

2. Subjek yang diserahkan di bawah pengawasan, dan 

3. Wanita dalam konteks ketentuan yang diatur oleh hukum, serta 

secara umum semua individu yang diharamkan oleh hukum untuk 

melakukan perjanjian tertentu. 
                                                           

6 Salim HS,et.al.,  Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). 
Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9. 

7 R. Soeroso, Perjanjian di bawah Tangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12. 
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c. Suatu hal tertentu 

Pasal 1320 KUHPerdata terdapat penegasan bahwa suatu subjek atau 

objek spesifik dianggap sebagai prestasi. Konsepsi prestasi merujuk pada 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh debitur dan hak-hak yang 

dapat dimiliki oleh kreditor. Prestasi tersebut dapat terwujud dalam tiga 

bentuk, yaitu pemberian sesuatu, tindakan tertentu, atau menahan diri dari 

tindakan yang seharusnya dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 

1234 KUHPerdata.8 

d. Adanya Kausa yang halal.  

Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengartikan kausa yang halal (orzaak), 

sedangkan Pasal 1337 KUHPerdata hanya menyebutkan kausa yang 

terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan 

UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: 

“Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan 

demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling 

dipertukarkan oleh para pihak”.9 

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta atau 

barang dengan barang. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah 

persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan 

atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau 

membeli barang yang di jual.  

                                                           
8 H.Salim HS,et.al, Op. Cit., hlm. 10. 
9 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., hlm. 194. 
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Menurut R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik 

antara penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan 

pembeli  untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai 

imbalan dari perolehan hak milik tersebut.  

 Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang 

dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan pihak penjual 

berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan 

berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga 

dan berhak menerima obyek tersebut.10  

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan, sehingga jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara 

pihak penjual dan pihak pembeli dengan penyerahan obyek barang 

sedangkan pihak pembeli membayar harga barang yang ditentukan. 

Kegiatan jual beli online semakin masif dengan situs yang semakin 

baik dan beragam. Akan tetapi, produk yang ditawarkan hanya berupa 

penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak terjamin 

kebenarannya, sehingga  pembeli, penting untuk mencari tahu kebenaran 

barang tersebut.  

                                                           
10 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003, hlm. 49. 
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 Menurut KBBI, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara 

penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai 

pihak yang membayar harga barang yang dijual.11 Menurut Rahmat 

Syafe’i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu 

yang lain.12  

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup 

atau di dalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau 

jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau 

dalam koneksi. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang 

menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling 

terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. 

 Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara 

penjual dan pembeli tanpa kontak secara langsung antara penjual dan 

pembeli yang dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan 

menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 

Pada konteks jual beli akun Instagram, benda yang menjadi objek 

transaksi harus jelas, baik dalam bentuk, jenis, jumlah, maupun harganya. 

Benda tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa itu adalah benda yang 

sah dan dapat diperdagangkan menurut hukum. Selain itu, status benda 

                                                           
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 589. 
12 Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah, Jakarta: Pustaka Setia, 2004, hlm. 73. 
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yang diperjualbelikan harus jelas dan sah menurut hukum, serta harus 

dikenal dengan baik oleh calon pembeli. Transaksi ini juga harus 

dilakukan secara terbuka di tempat umum, dan tidak boleh merugikan 

calon pembeli. Dengan demikian, dalam jual beli akun Instagram, objek 

transaksi harus spesifik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Selain itu, transaksi tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak 

merugikan pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum 

yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, yang bertujuan untuk 

menjaga integritas dan keamanan transaksi di dunia digital. 

Dalam praktik jual beli followers Instagram, seringkali akun-akun 

palsu atau bot digunakan untuk meningkatkan jumlah pengikut. Hal ini 

bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan itikad baik 

karena melibatkan unsur pemalsuan identitas atau penggunaan akun palsu. 

Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini dapat dianggap melanggar 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yang 

menyatakan bahwa setiap pihak dilarang untuk membuat, mengirimkan, 

atau mempublikasikan informasi palsu dan menyesatkan. Selanjutnya, 

aspek yang perlu dipertimbangkan adalah ketentuan mengenai privasi 

pengguna. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan 

setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi 

seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika 
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dalam jual beli followers Instagram terjadi pelanggaran privasi pengguna, 

maka hal ini dapat dianggap melanggar ketentuan UU ITE. 

Di samping itu, jual beli akun followers ini juga dapat dianggap 

melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE, jika jual beli yang dilakukan 

melibatkan penyalahgunaan akun orang lain. Dalam hal ini mereka 

menjual akun orang lain tanpa sepengetahuan pemilik akun. Apabila dikaji 

menggunakan teori perlindungan hukum represif, penjual followers 

instagram telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) sehingga 

sesuai dengan pasal tersebut maka penjual followers dapat dituntut dengan 

Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, secara preventif perlindungan 

hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta UU ITE dalam Pasal 

26 ayat (1) dan (2) sebagai dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu 

atas consent (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum 

positif atau peraturan perundang-undangan. 

Berikut adalah salah satu contoh kasus dari jual beli followers akun 

Instagram. Warga Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto bernama Ahmad 

Yulianto 38 tahun berniat membeli akun Instagram ber-followers 105 ribu 

seharga Rp 900 ribu untuk dijual kembali. Ia mengaku hampir Rp 6 juta 

sudah ditransfer ke pemilik akun, namun akun tersebut tak kunjung 

diserahkan. Selama dua bulan ini, Ahmad Yulianto mulai berbisnis jual 

beli akun instagram. Rencananya dia akan menjual akun @tiktokpns itu 

dengan harga Rp 1,2 juta. Namun, rencananya itu kandas karena dirinya 
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justru tertipu. Ahmad Yulianto sudah datang ke Satreskrim Polres 

Mojokerto Kota untuk melaporkan dugaan aksi penipuan yang dialaminya 

pada Kamis (27/10/2022). Kepada media ini ia bercerita, 23 Oktober lalu, 

ia membeli akun IG bernama @tiktokpns yang dijual lewat aplikasi 

Telegram. Dia mengaku mengalami kerugian total sebesar Rp 5,9 juta. 

Meliputi Rp 900 ribu untuk pembelian akun dan Rp 5 juta dari uang yang 

ditransfernya sebanyak tiga kali. Seluruh transaksi itu dilakukannya 

melalui rekening Seabank dan diterima oleh rekening bank yang sama atas 

nama Abdul Rahim.13  

Laporannya telah diterima polisi dan dia sempat menjalani 

pemeriksaan di ruang Unit IV Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dugaan 

penipuan online sedang dalam penelusuran kepolisian. ”Kami sedang 

dalami kasus ini. Yang bersangkutan korban tipu online dengan kerugian 

Rp.5,9 juta, ujar Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rizki Santoso. 

Berdasarkan latar belakang diatas, jual beli followers Instagram dapat 

menimbulkan berbagai masalah hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal 

ini melibatkan isu seperti itikad baik, privasi pengguna, dan integritas 

platform. Oleh karena itu, penulis mengkaji dari perjanjian jual beli 

folowers akun instagram dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika 

                                                           
13 Mohamad Alawi, Niat Jual-beli Followers IG, Warga Mojokerto Malah Tertipu 6 Juta, 

https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/635cfa08cc1a4/Niat-Jual-Beli-Followers-IG-
Warga-Mojokerto-Malah-Tertipu-6-juta#, diakses pada tanggal 29 September 2023 

https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/635cfa08cc1a4/Niat-Jual-Beli-Followers-IG-Warga-Mojokerto-Malah-Tertipu-6-juta
https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/635cfa08cc1a4/Niat-Jual-Beli-Followers-IG-Warga-Mojokerto-Malah-Tertipu-6-juta
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pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi. Maka dari itu penulis 

memberi judul skripsi ini “Jual Beli Followers Akun Instagram 

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli followers akun instagram 

dalam prespektif Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika pihak pelaku 

usaha melakukan wanprestasi terhadap jual beli followers akun 

instagram menurut undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli 

followers akun instagram dalam Undang-undang Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

konsumen jika pihak pelaku usaha melakukan wanprestasi. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan 

pengembangan pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum perdata 

yang berkenaan dengan kesesuaian kehendak objek jual beli online. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan pengetahuan kemampuan hukum 

bagi peneliti khusunya mengenai kesesuaian kehendak objek jual 

beli online. 

b. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang memerlukan 

referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh uiian sarjana Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas bagaimana 

keabsahan perjanjian jual beli followers akun instagram dan bagaimana 

perlindungan hukum terhadap konsumen jika pihak pelaku usaha melakukan 

wanprestasi terhadap jual beli followers akun instagram. Pembahasan 

berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dengan menganalisis 

Jual Beli Followers Akun Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan berpatokan 

pada undang-undang tersebut. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum   

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan  

kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Maka 

dari itu, hukum berperan dalam mengintegrasikan pertentangan tersebut 

semaksimal mungkin. Arti hukum menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H 

ialah keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat 

memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara yang 

berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna  dalam 

masyarakat.14Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli 

hukum pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, 

yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.15 

Perlindungan  berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, 

mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan 

berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan bunker. Secara umum, 

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, 

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh 

                                                           
14 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 

2012, hlm. 5-6. 
15 Ibid 
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hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana 

hukum.16 

Pengertian perlindungan hukum secara yuridis adalah segala daya 

upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah dan swasta yang mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada 

sebagaimana di atur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum tentang suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun 

pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum 

sebagai berikut:  

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang melalui kekuasaan untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.   

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang 

sewenang-wenang  untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman; 

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyelaraskan keterkaitan nilai-nilai 

                                                           
16 Khairunisa, Munir, Gufran, “Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE, 

Jurnal Ilmiah Hukum”, Vol. 11, No. 2, 2022, 
https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Siswa-dan-UU-ITE%3A-
Khairunnisa-Munir/c9164c05ff672a16d49ea488a5816e1018954138, hlm. 1.  

https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Siswa-dan-UU-ITE%3A-Khairunnisa-Munir/c9164c05ff672a16d49ea488a5816e1018954138
https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Siswa-dan-UU-ITE%3A-Khairunnisa-Munir/c9164c05ff672a16d49ea488a5816e1018954138
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atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap tindak untuk 

menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. 

Ada dua kekuasaan pemerintah yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) dan pemerintah 

(yang memerintah) serta kekuasaam ekonomi yang  berkaitan 

dengan perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya 

perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.17 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak mendiskriminasi kaum pria 

maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

2. Teori Perjanjian 

Perianjian adalah suatu perisitiwa yang terjadi ketika para pihak saling 

berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.18 Menurut Subekti, 

Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji 

melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal.19 Istilah perjanjian sering juga distilahkan dengan istilah kontrak.20 

                                                           
17 Wijayanti, A, “Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi”, Sinar Grafika, Vol. 1, 2009, 

https://repository.um-surabaya.ac.id/3118/1/1._buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf, 
hlm. 3.  

18 Wawan Muhwan Hariri, Perikatan, Bandung, 2011, hlm. 119. 
19 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa, 2005, hlm. 1. 
20 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, 

Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 49. 

https://repository.um-surabaya.ac.id/3118/1/1._buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf


15 
 

Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah 

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam 

mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu 

hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu”21 

Kontrak atau contracts (dalam bahasa inggris) dan overeenkomst 

(dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering 

dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian 

merupakan istilah yang sama karena pada dasarnya terdapat peristiwa 

kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dijalankan sehingga perjanjian 

tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan 

(verbintens). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya 

sehingga dipandang sebagai sumber hukum formal.22  

Electronic Commerce (E-Commerce) merupakan inovasi dalam 

kegiatan jual beli yang dinilai lebih dari perdagangan konvensional. 

Prinsip perdagangan konvensional mengharuskan penjual dan pembeli 

bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep 

telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media 

internet. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e–commerce dirancang 

                                                           
21 A.A Gede Agung Brahmanta, Ibrahim, R., I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli”, Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan, Vol 2, No.208-
219, 2021,  https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/74574/40899/, hlm. 5.  

22 Wawan Muhwan Hariri, Perikatan, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 21. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/74574/40899/
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untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan secara 

elektronik ini dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai 

pengiriman.23  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa 

transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya.  Transaksi elektronik mengedepankan itikad baik para pihak 

sebagaimana Pasal 17 ayat (2) UU ITE yang menentukan bahwa para 

pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam 

melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji kepada seorang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.24 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

menelaah bahan hukum serta bahan pustaka sebagai pedoman dasar 

                                                           
23 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem 

Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogja: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 1.   
24  Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm.1.   
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aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut 

permasalahan.25 Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian deskriptif dengan penjabaran secara intensif tentang fakta dan 

gejala suatu penelitian terkait dengan permasalahan skripsi penulis yang 

bekaitan dengan jual beli followers akun Instagram menurut Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan atau statue approach merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang dihadapi.26 Maka dalam hal ini penulis memilih Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelahaan doktrin para pakar berupa pengertian dan konsep 

hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis permasalahan 

yang berkaitan dengan jual beli followers akun Instagram menurut 

                                                           
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13-14. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 93. 
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Undang-undang No.11 tahun 2008 sehingga akan menimbulkan suatu 

ide-ide yang akan diteliti. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Penndekatan kasus dilakukan setelah mengidentifikasi peristiwa 

hukum yang terjadi serta putusan pengadilan untuk membangun 

perspektif berdasarkan kebenaran, keadilan, perlindungan serta 

keseimbangan dengan berlandaskan konsep hukum dan asas hukum.27 

3. Sumber Bahan Hukum  

Data sekunder menjadi faktor yang melatarbelakangi dalam 

penyusunan penelitian ini berdasarkan bahan kepustakaan dan aturan 

hukum yang menjadi landasan pokok materi dalam perdamaian sengketa. 

a. Bahan Hukum Primer 

Peraturan perundangan-undangan dipakai sebagai materi hukum 

yang memiliki kapasitas hukum tetap dalam melatarbelakangi 

fenomena penelitian. Dalam penelitian in peraturan perundangan-

undangan yang digunakan yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

                                                           
27 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2019, hlm.34. 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transanksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, 

pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan 

pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus 

besar bahasa Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum  

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pengumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber baik dari 

undang-undang, artikel, buku dan media elektronik seperti internet. setelah 

itu bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan topik yang 

dikaji kemudian dianalisa. 

5. Analisis Bahan Hukum  

Analisis data merupakan analisa yang dilakukan untuk memberikan 

jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dianalisa dengan 
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menggunakan metode kualitatif, yang mana dengan dilakukannya uraian 

sebuah data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. 

Dalam Pengelolaan data tersebut pada hakikatnya merupakan suatu 

kegiatan untuk melakukan analisa terhadap sebuah permasalahan yang 

sedang dibahas. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah  deduktif, yaitu 

cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang 

sifatnya umum ke sesuatu yang khusus.28 Artinya, dilakukan penarikan-

penarikan kesimpulan tentang kesesuaian kehendak objek jual beli online 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

KUHPerdata.  

 

 

 

 

 

 
                                                           

28 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: CV. Mandar 
Maju, 2002,  hlm. 23. 
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